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ABSTRAK

Youtuber merupakan salah satu profesi yang sedang diminati oleh banyak
kalangan di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan pengguna youtube khususnya
sebagai pelaku youtuber menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video
yang berupa penghasilan dari pihak youtube. Pada dasarnya, setiap orang yang
mempunyai penghasilan merupakan salah satu prinsip pengenaan pajak.
Penghasilan yang didapat oleh beberapa youtuber di Indonesia terbilang cukup
besar. Pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber yang sedang berkembang
di Indonesia saat ini memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini
dikarenakan besarnya potensi perpajakan dari youtuber tersebut. Akan tetapi,
peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia saat ini
belum diatur secara khusus. Tidak ada aturan khusus mengenai pemungutan pajak
penghasilan youtuber tersebut menimbulkan permasalahan kepada youtuber dalam
melakukan pembayaran pajak. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini
berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang: pertama, apakah youtuber di
Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan dan bagaimana aturan terkait
pemungutan pajak penghasilan youtuber, kedua, bagaimana perspektif al-maslazah
al-mursalah terhadap pemungutan pajak penghasilan youtuber.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan
yuridis normatif, dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pada penelitian ini
penulis menggunakan teori perpajakan yang kemudian di analisis menggunakan
teori al-maslazah al-mursalah.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa youtuber dapat dikenakan
pajak atas penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan subjeknya, youtuber termasuk
subjek pajak orang pribadi dalam Negeri. Sedangkan berdasarkan objek
penghasilannya, penghasilan seorang youtuber dapat dikategorikan dalam
kelompok sumber penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2018 serta Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015
dapat dijadikan dasar;hukum dalam pemungutan pajak penghasilan youtuber yang
mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun-2008.. Kemudian dalam
perspektif al-maslakah al-mursalah, pemungutan pajak penghasilan terhadap
youtuber memiliki kemaslahatan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pemungutan
pajak penghasilan youtuber bersifat dariri yaitu menyangkut kebutuhan pokok
dalam kehidupan masyarakat, kemudian bersifat qgari (pasti dan jelas
kemaslahatannya), dan kulli yaitu menyeluruh atau berlaku umum untuk
masyarakat. Artinya manfaat dari pemungutan pajak tersebut pasti dan jelas, serta
pajak yang masuk ke pendapatan Negara akan diperuntukkan kepada masyarakat
demi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan syarak.

Kata Kunci: Youtuber, Pajak Penghasilan, Al-maslahah Al-Mursalah
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MOTTO

Belajarlah saat yang lain tidur
Buat Keputusan saat yang lain menunda
Prepare saat yang lain bermimpi
Mulailah saat yang lain menunda-nunda
Bekerjalah saat yang lain berharap
Menabunglah saat yang lain foya-foya
Dengarkan saat yang lain berbicara
Tersenyumlah saat yang lain cemberut
Teruslah maju saat yang lain menyerah
Sesungquhnya kita dapat memilih untuk melakukan sesuatu untuk diri kita.
Kita dapat memulai lebih dulu dari yang lain.

Kita dapat mengubah suasana, karena pada dasarnya kita yang memegang
sendiri kontrol atas diri kita.

Jangan sampai keadaan mengontrol kita, tetapi kita yang harus mengontrol
keadaan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ b be
- ta’ t te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
jim j je
z J J J
: ha h ha (dengan titik di bawah)
. kha kh ka dan ha
C
5 dal d de
3 zal 4 zet (dengan titik di atas)
ra’ r er
J
. zai z zet
J
sin S es
J
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P syin sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di bawah)
2 dad d de (dengan titik di bawah)
1L ta’ t te (dengan titik di bawah)
5B za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain $ koma terbalik di atas

i gain g ge

U fa’ f ef

g qaf q qi

B kaf k ka

J lam I el

. mim m em

5 nun n en

P wawu w we

N ha’ h ha

. hamzah ‘ apostrof

& ya’ y ye




1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

s ditulis Sunnah

ale ditulis ‘illah

I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
5.6l ditulis al-Ma’idah

] ditulis Islamiyyah

de

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
oaliiaae ditulis  Mugaranah al-mazahib

IV. Vokal Pendek

— Kasrah ditulis [
— 7 Fathah ditulis a
J Dhammah ditulis u

V. Vokal Panjang
1. Fathah'+ ALif ditulis @
Ol ditulis Istihsan

2. Fathah + ya’ mati  ditulis a

ditulis Unsa
Lf"‘ SA

3. kasrah + ya’ mati ditulis 7

;;"fl*“ ditulis al- ‘Alwani



4. Dhammah + wawu mati  ditulis

fﬁl‘ ditulis Ulam

V1. Vokal Rangkap
1. Fathah +ya’ mati ditulis ai

("Aﬂ'é ditulis Ghairihim

2. Fathah + wawu mati  ditulis au
Jss Ditulis Qaul

VIl. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
rﬁﬁ Ditulis a’antum
st Ditulis u’iddat
" gy Ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
o1 &) Ditulis al-Qur’an

] Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti "huruf Syamsiyyah "ditulis “dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta-menghilangkan-huruf 1 (el) nya.
AL ) ditulis ar-Risalah

L) ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Xi



st ol ditulis Anl al-Rayi

SN ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang terpenting bagi
pelaksanaan serta pembangunan nasional. Hal ini guna memenuhi tujuan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan
tersebut, maka diperlukan dana yang cukup besar. Pada umumnya sumber
pembiayaan Negara bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Seiring perkembangan zaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia
semakin berkurang, oleh karena itu pajak merupakan pilihan utama.t

Ada berbagai macam pajak yang menjadi penerimaan Negara. Salah satu
jenis pajak yang dipungut-oleh” pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak
penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diperoleh wajib pajak. Tentulah termasuk laba dari berbagai jenis usaha maupun
profesi.

Dewasa ini, perkembangan teknologi lebih ditandai dengan adanya internet.

Beberapa tahun terakhir, penggunaan internet di Indonesia meningkat dengan pesat.

! Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), him. 2.



Berdasarkan hasil riset we are sosial hootsuite yang dirilis tahun 2019, menyatakan
bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 150 juta jiwa atau sebesar 56%
dari total populasi orang Indonesia. Sementara pengguna media sosial mencapai
130 juta jiwa atau sekitar 48% dari populasi orang Indonesia.?

Saat ini banyak kalangan yang menggunakan internet sebagai media sumber
penghasilan. Hal ini dikarenakan menghasilkan uang dari internet terbilang cukup
mudah, karena tidak memerlukan banyak pengorbanan seperti sekolah khusus
mempelajari internet, modal yang besar, dan waktu yang banyak. Cukup dengan
modal yang minim dan mengetahui cara-cara tertentu yang dapat menarik perhatian
warganet® maka uang akan mengalir dengan sendirinya.*

Salah satu peluang untuk mendapatkan penghasilan dari internet saat ini
adalah menjadi seorang youtuber. Saat ini youtube tidak hanya digunakan untuk
sekadar berbagi video saja, namun sudah banyak dimanfaatkan sebagai salah satu
alternatif untuk mencari penghasilan tambahan secara online. Contoh youtuber
Indonesia yang memiliki pendapatan mencapai miliaran perbulannya adalah Atta
Halilintar dan Ria Ricis. Atta Halilintar, 'youtuber Indonesia dengan subscriber®

terbanyak pertama di Indonesia. Sedangkan Ria Ricis; youtuber-yang berada di

2 “Digital In 2019,” https://wearesocial.com/global-digital-report-2019, akses 03 April

20109.

3 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Warga Internet; orang yang akif menggunakan
internet.

* Suparna Wijaya, dkk., “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari
Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber,” Manajemen Keuangan Publik, Vol. 1, No. 2
(November 2017), him. 127.

5 Subcriber adalah salah satu fasilitas berlangganan yang diberikan oleh pengguna youtube,
dengan adanya subcribe pemirsa dapat menautkan pemberitahuan informasi dari yang punya akun
youtube, dengan kata lain adalah berlangganan channel youtube.


https://wearesocial.com/global-digital-report-2019

peringkat kedua subscriber terbanyak di Indonesia. Dilansir pada website
noxinfluencer, Penghasilan Atta Halilintar dan Ria Ricis dari youtube memiliki
estimasi penghasilan sekitar Rp.3 milliar per bulan, di luar dari jasa promosi dan
iklan lainnya.®

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa youtube bisa memberikan
seseorang penghasilan yang cukup besar. Pada dasarnya, setiap orang yang
mempunyai penghasilan merupakan salah satu prinsip pengenaan pajak
penghasilan. Apabila ditinjau dari undang-undang perpajakan, seharusnya youtuber
sangat berpotensi untuk dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Akan tetapi,
karena kurangnya pengaturan terkait pengenaan pajak terhadap youtuber dapat
menimbulkan adanya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan
di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menghimbau
kepada para youtuber yang sudah mendapatkan penghasilan dari youtube sebagai
Wajib Pajak. Penghasilan yang didapat oleh youtuber besar di era digital saat ini
dalam satu bulan'bisa setara bahkan lebih dari penghasilan pengusaha-pengusaha
lainnya. Dari aktivitas menjadi seorang-youtuber, ada keuntungan pendapatan
berupa barang atau penghasilan 'yang seharusnya dapat dikenakan pajak.’

Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan sistem pajak pada youtuber yang

® “Dasbor Youtube Stats and Analytics,” https://id.noxinfluencer.com, akses 13 Oktober

2019.

7 Observation and Research of Taxation (Ortax), Pajak atas Selebgram dan Aktivitas
Endorsement.


https://id.noxinfluencer.com/

ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya, sebagian kebijakan pemerintah
mengenai pajak penghasilan tersebut masih kurang bisa dipahami.

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban
membayar pajak. Walaupun al-Qur’an tidak ada penjelasan khusus tentang
kewajiban membayar pajak, tetapi telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati
pemimpin. Dalam hal ini adalah pemerintah yang mewajibkan kepada wajib pajak
untuk membayar pajak.®

Masla/zah dalam khazanah keilmuan usul figh menjadi sebuah istilah teknis
yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syarak dalam penerapan hukum
bagi para hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan
luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Sebagaimana halnya metode
analisa yang lain, maslazah juga merupakan metode pendekatan istinbat yang
mekanismenya tidak diatur eksplisit dalam al-Quran dan Hadis. Hanya saja metode
ini menekankan maslakah pada realitas secara langsung.’® Dengan demikian,
keberadaan al-maslazah al-mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan
dasar ketentuan hukum- yang hasilnya tidak berbenturan dengan syariat dan

kesempurnaannya.*®

8 Nur Intan Septiani, “Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak Penghasilan
Perspektif Hukum Islam dan Regulasi dalam Perpajakan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Malang
(2018), him. 5.

® Ahmad Khusairi, Evolusi Usul Figh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum
Islam (Yogyakarta: Pustaka IiImu Group, 2013), him. 79.

10 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbat Para
Fugaha (Jombang: Darul Hikmah, 2008), him. 85.



Permasalahan ini dikaji dari pandangan al-maslakah al-mursalah, karena
menurut penulis pemungutan pajak terhadap youtuber merupakan suatu
kemaslahatan bagi ekonomi Negara dan masyarakat. Pendapatan Negara bertambah
dari sektor pajak dan masyarakat juga dapat membantu perekonomian Negara yang
diperuntukkan kembali untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kejadian-
kejadian yang ada di muka bumi ini pasti terdapat manfaat dan mudaratnya, dan
terjadi begitu saja sesuai perputaran global yang tidak lepas dari campur tangan
tuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai potensi pajak penghasilan
youtuber serta aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber di
Indonesia, yang kemudian dianalisa menggunakan teori al-maslazah al-mursalah.
Hal ini dikarenakan al-masla/zah al-mursalah cukup tepat menjadi salah satu alasan
dalam mengambil suatu kebijakan publik, terutama dalam hal pemungutan pajak
penghasilan youtuber. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui
secara jelas mengenai-aturan dan sistem terhadap pemungutan pajak penghasilan

youtuber yang ada di Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah youtuber di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan dan
bagaimana aturan terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber di

Indonesia?



2. Bagaimana perspektif al-maslazah al-mursalah terkait pemungutan pajak

penghasilan youtuber di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan
pemerintah terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber secara jelas. Sedangkan
secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana potensi pendapatan Negara melalui pengenaan pajak
penghasilan terhadap youtuber di Indonesia dan menjelaskan aturan yang
relevan digunakan dalam pemungutan pajak penghasilan youtuber.

2. Menganalisa pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber dari
perspektif al-maslakzah al-mursalah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Dapat dijadikan rujukan bagi youtuber dan juga akademisi dalam melakukan
pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pemungutan
pajak penghasilan youtuber.

2. Dapat. menyumbang ide-ide pada penelitian. selanjutnya terkait masalah
pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber perspektif al-maslakah al-
mursalah.

3. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam ilmu pengetahuan
terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber yang terjadi pada

era modern saat ini.



D. Telaah Pustaka

Sebagai penegasan mengenai kekhasan penelitian yang akan diteliti, penulis
menggambarkan hasil kajian penelitian terdahulu dari objek kajian yang sudah ada,
dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam kajian penelitian yang penulis
teliti. Adapun penelitian yang telah membahas terkait pajak penghasilan youtuber
adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan
Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan” oleh Inca Nadya Damopoli. Fokus
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan pemungutan pajak
youtuber dan selebgram dengan tarif yang ditetapkan serta peran pemerintah dalam
penerapan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh
karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan
pendekatan hukum normatif.**

Inca Nadya Damopoli menyimpulkan dengan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan. tentang objek pajak penghasilan,
bahwasanya penghasilan-yang diperoleh selebgram dan youtuber-harus dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan. Kemudian pemerintah juga memiliki peran sebagai pengawas
dalam perpajakan Indonesia yaitu dengan mensosialisasikan setiap peraturan

perundang-undangan.

1 Inca Nadya Damopoli, “Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram
dalam penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan,” Lex Privatum, Vol. V, No. 3 ( Mei 2017).



Penelitian lain tentang “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan
Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak atas Penghasilan Youtuber” oleh
Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma. Fokus penelitian ini kepada sistem kerja
youtube dalam mendapatkan penghasilan dan meninjau jenis-jenis penghasilan
youtuber sebagai objek pajak penghasilan. Sebabnya, untuk membahas
permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif.'?

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghasilan youtuber di
Indonesia belum dikenai pajak penghasilan dari Google Asia Pasific. Hal ini
terbukti bahwa tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang
terlampir dalam invoice pembayaran yang diterima oleh youtuber. Penghasilan
youtuber tidak hanya dari youtube saja, tetapi dari monetized views, brand deals,
dan penjualan merchandise, pembicara professional, dan itu semua merupakan
objek pajak yang dapat meningkatkan pendapatan Negara.

Penelitian lain oleh Tuhfah Qur’ana Tartila tentang “Tanggung Jawab
Youtuber Sebagai Pelaku Usaha di Media Online”. Permasalahan pada penelitian
ini terkait pada tanggung jawab seorang youtuber atas mekanisme dalam
pembayaran pajak penghasilan serta kendala yang dihadapi dan upaya yang
dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu youtuber dan pengurus pajak. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, pengolahan data

kualitatif berdasarkan studi lapangan yang kemudian dikombinasikan dengan data

12 Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan
Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak atas Penghasilan Youtuber,” Manajemen Keuangan
Publik, Vol. 1, No. 2 ( November 2017).



yang diperoleh dari studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis sosiologis.*?

Tuhfah menyimpulkan bahwa youtuber harus bertanggung jawab sebagai
wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Tanggung jawab tersebut meliputi dalam
menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri. Selain itu, untuk mekanisme
pembayaran pajak youtuber sebagai mekanisme pembayaran penghasilan lain dari
wajib pajak untuk dasarnya youtuber sama dengan pekerja seni atau pekerja bebas
tetapi dalam melakukan pekerjaan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yasmin Restu Pratiwi dengan judul
“Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram
Dari Hasil Endorsement dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan
pajak penghasilan terhadap selebgram atas hasil endorsement yang dihubungkan
dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga
membahas tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak
penghasilan terhadap selebgram. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian
ini menggunakan teori hukum pembangunan dengan metode pendekatan yuridis

normatif dengan didukung sosiologis.*

13 Tuhfah Qur’ana Tartila, “Tanggung Jawab Youtuber Sebagai Pelaku Usaha Di Media
Online,” skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (2018).

1 Yasmin Restu Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap
Selebritis Instagram Dari Hasil Endorsement Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan),” Skripsi Universitas Pasundan Bandung (2018).
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Yasmin Restu Pratiwi menyimpulkan bahwasanya pemungutan pajak
penghasilan atas hasil endorsement kembali pada penghasilan setiap orang, jika
mempunyai tambahan kemampuan ekonomis berarti wajib membayar pajak. Jika
melalui manajemen artis atau agen yang merupakan perusahaan dipotong PPh Pasal
23, jika tidak, maka dikenakan PPh Pasal 21 kemudian wajib pajak harus
melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di
akhir tahun. Selain itu, juga disimpulkan bahwa kegiatan endorsement melibatkan
banyak pihak, baik itu pemilik produk, selebgram, management ataupun agen.

Penelitian lainnya yang berjudul “Pengawasan Pengenaan Pajak
Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media
Sosial Youtube” dilakukan oleh Ni Putu Suci Vikansari. Fokus permasalahan yang
dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai proses pengawasan pemerintah dalam
pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap youtuber serta kendala yang
dihadapi youtuber dalam mengupayakan pembayaran pajak. Permasalahan ini
dilatar belakangi oleh banyaknya youtuber yang telah memanfaatkan youtube
sebagai tempat untuk mencari popularitas, dan secara tidak sengaja youtube juga
dijadikan sebagai lahan-untuk mencari penghasilan tambahan. Oleh karena itu,
untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

analisis, pendekatan fakta dan pendekatan konseptual.*®

5 Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, “Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan
Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube,” Kertha Negara,
Vol.7, No. 2 (2019).
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Ni Putu menyimpulkan, bahwa proses pengawasan pajak penghasilan
terhadap youtuber dengan social network analytics system belum terlaksana, karena
petugas pajak masih memantau secara manual setiap aktivitas youtuber. Undang-
undang perpajakan yang ada saat ini juga belum mampu mengakomodir secara
maksimal atas pengenaan pajak terhadap youtuber. Selain itu, Ni Putu Suci juga
menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan serta
mekanisme penghitungan pajak yang menjadi salah satu kendala youtuber dalam
mengupayakan pembayaran pajaknya.

Penelitian Dimas Hutomo® yang berupa artikel hukum. Dalam artikel
tersebut Dimas menyatakan bahwa pajak penghasilan dari jenis pekerjaan seperti
pelaku online shop, youtuber, selebgram, endorsement, dan lain sebagainya dapat
disebut dengan Wajib Pajak Penghasilan (PPh), dengan syarat mereka memiliki
tambahan kemampuan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Terakhir berupa artikel yang berjudul “Urusan Pajak yang Masih Abu-abu
pada Bisnis Youtuber” Karya Restu Diantina Putri. Dalam artikel tersebut, Restu
Diantina Putri menuliskan bahwa sejauh ini belum ada mekanisme yang tepat dan
jelas bagi pemerintah dalam memungut pajak para selebgram dan youtuber di

media sosial.l’

18 Dimas Hutomo, “Pengenaan Pajak Bagi Youtuber, Selebgram, dan Penjual Online Shop
di Media Sosial,” https://www.hukumonline.com, akses 07 Oktober 20109.

17 Restu Diantina Putri, “Urusan Pajak yang Masih Abu-abu pada Bisnis Youtuber,”
https://tirto.id/urusan-pajak-yang-masih-abu-abu-pada-bisnis-youtuber, akses 10 Maret 2019.



https://www.hukumonline.com/
https://tirto.id/urusan-pajak-yang-masih-abu-abu-pada-bisnis-youtuber
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Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan
kajian-kajian terdahulu terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber,
maka penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu secara khusus
membahas aturan terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber serta
tinjauan pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber berdasarkan perspektif

al-maslakah al-mursalah.

E. Kerangka Teoritik
Teori merupakan alat penting dari suatu ilmu pengetahuan, karena tanpa
teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada
suatu ilmu pengetahuan. Dari suatu kerangka teori, penelitian akan mempunyai
batasan-batasan yang akan dikaji sehingga mendapatkan ilmu yang baru. Beberapa
fungsi teori yaitu:
1. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil penelitian,
2. Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta
hasil penelitian,
3. Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru,
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah
atau sedang terjadi:*®
Untuk membatasi kajian agar bisa terorientasi dengan baik dalam
menganalisis hasil penelitian, diperlukan kerangka teori. Berdasarkan tema dan

beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka kerangka teori

18 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1994), him.10.
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yang digunakan adalah perpajakan dan al-maslakah al-mursalah sebagai pisau
analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.
1. Perpajakan
a. Pemungutan Pajak
Di Negara hukum, segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-
undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat
untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam penyusuan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:*®
1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan Undang-
Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara
umum.
3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi wajib pajak.
Undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga
Negara merupakan-elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi.
Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar APBN yang berarti perannya
sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan

penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan

® Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap
berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Jakarta: Indeks, 2010), him. 6.
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terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak.
Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang Perpajakan. 2
Peran pajak di Indonesia semakin penting, karena saat ini pajak
merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya
dalam rangka pembangunan nasional. Tidaklah mudah untuk membebankan
pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan
membayarkan pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pengembangan tidak akan
berjalan karena dana yang kurang.?! Agar tidak menimbulkan masalah, maka
sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik adalah dengan berdasarkan
pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan convenience.
Keadilan ditujukan bagi Wajib Pajak disertai dengan kepastian hukum
yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak, baik bagi Wajib Pajak
maupun bagi fiskus. Ekonomis ditujukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak
bagi fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. Convenience ditujukan untuk
pembebanan pajak pada saat yang tepat kepada Wajib Pajak. Dengan sistem
perpajakan yang baik tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal.??
Pemerintah berkewajiban meningkatkan sumber daya manusia dan penegak

hukum yang tegas. Selain itu sangat penting bagi wajib pajak mengetahui dengan

20 Achmad Tjahjono dan M. Fakhri Husein, Perpajakan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
2009), him.2.

2 1bid., him.7.
22 1bid., him. 145.
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baik kapan saat kewajiban pajaknya timbul dan berakhir serta mengetahui
termasuk kelompok mana pajak yang harus ditanggung tersebut.?®

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata untuk
keperluan pemerintah di suatu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak. Hal
ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan
tidak mengundang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.
Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar
tidak merugikan masyarakat.*

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem
yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan,
dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem
pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan menurut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan
kewajiban. perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self
assessment, di ‘mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan
sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui

prosedur pemeriksaan.?®

23 Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan
Perhitungan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), him. 118.

24 Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat dan Daerah (Bandung: Humaniora, 2012), him. 8.
% Ibid., him. 137.



16

Dalam hal ini berarti pemerintah menerapkan asas al-amanah kepada
Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilan mereka. Dengan asas al-
amanah yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak
harus menanggapinya dengan kejujuran dalam menyampaikan pajak
penghasilan mereka.?®
b. Pajak Penghasilan

Ditinjau dari sejarahnya, masalah perpajakan sudah ada sejak zaman
dahulu, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Namun masih berupa
pemberian yang sifatnya suka rela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan
selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya secara
sepihak oleh Negara. Dengan kata lain pajak yang semula pemberian berubah
menjadi pemungutan. Hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana
semakin besar dalam rangka memelihara kepentingan Negara dan melindungi
rakyatnya dari serangan Negara musuh maupun untuk melaksanakan
pembangunan.?’

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983
yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36

tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengalami beberapa kali

% Toyyibatuz Zaimah, “Efektivitas Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam),” Jurisdictie:
jurnal hukum dan Syariah, Vol.7, no.1 (2016), him. 49.

27 Munawi, Perpajakan (Yogyakarta: Liberty, 1998), cet. Ke-2, him. 3.
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perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi sebagai
hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang
yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Undang-Undang Pajak
Penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang
dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi,
serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap
mempertahankan self assessment system.?®

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Apabila
seseorang atau badan hukum termasuk subjek pajak dan menerima atau
memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka subjek pajak
tersebut menjadi wajib pajak.?® Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan
yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak orang
pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).

Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang memperoleh
penghasilan, maka Pajak Penghasilan disebut pajak subjektif dan karena pajak
penghasilan dibebankan langsung kepada subjek pajak yang menerima
penghasilan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka

pajak penghasilan disebut Pajak Langsung. Regulasi mengenai pajak

28 Casavera, Perpajakan (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), him. 78.

2 Waluyo dan Wirawan B. llyas, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2007),
him. 54.
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penghasilan terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan. Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib
dikenai pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima diatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).*°

2. Al-maslakah al-mursalah

Adapun yang dimaksud dengan maslakah dalam bahasa Arab merupakan
bentuk masdar dari lafaz zbe — zla:— =la bermakna baik atau positif.3! Teori yang
akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini
adalah teori al-maslakah al-mursalah. Teori al-maslakah termasuk magasid
syari’ah dalam metode kausasi, karena dalam teori maslazah mengambil manfaat
dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara syarak (memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta).*?

Hukum Islam merupakan suatu penggerak untuk keadilaan, produktivitas,
pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan dan
masyarakat demokratis.®>® Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkannya hukum
Islam (syari’ah) tidak -lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat
manusia. Maglakah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan

30 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), him. 66.

31 Kamus al-munawwir, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),
him. 778.

32 Nasrun Haroen, Ushul Fikih 1 (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), him. 114.

33 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Magasid Syariah, alih bahasa Rosidin
dan Ali ‘Abd el-Mu’in (Bandung: Mizan, 2015), him.23.
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dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.®* Pada dasarnya semua ajaran
yang terdapat dalam nas al-Quran dan hadis dapat dipastikan mengandung
kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun
mengenai akidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik
yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.®®

Al-Gazali menyebutkan bahwa pada dasarnya maslakzah merupakan simbol
ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Namun, menurut al-
Gazali bukan seperti itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak
mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui
pencapaian tujuan mereka. Menurut al-Gazali yang dimaksud maslakah adalah
memelihara tujuan syarak. Tujuan syarak terhadap makhluk ada lima, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung
upaya untuk memelihara kelima unsur tersebut disebut maslazah, dan setiap hal
yang menghilangkan kelima unsur tersebut disebut mafsadah dan menolaknya
disebut maslasah.®

Masla/zah ditinjau dari skala kualitas, al-Gazali mengklasifikasikan menjadi
tiga tingkatan, yaitu: maslakah daririyah, maslahah hajiyyah, dan maslahah
taksiniyyah. Dari ketiga ini, maslakah dariariyah menempati posisi tertinggi, yang

mana maslakah dariariyah dalam rangka memelihara tujuan magasyid syari’ah

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), him. 325.

35 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2002), him. 57.

36 Moh. Mukri, Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Maslasah
Imam al-Gazali (Yogyakarta: Idea Press Yoyakarta, 2014), him. 58.
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yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.®’ Melestarikan kelima
hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak, jika kehidupan manusia
dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.

Menurut Abu Zahra, al-maslakah al-mursalah merupakan maslahat-
maslahat yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh
sumber dalil yang khusus, baik yang melegitimasi atau membatalkan maslahat
tersebut.®® Definisi serupa juga diberikan oleh Hasbi ash-Shidiqy, al-maslakah al-
mursalah adalah maslahat yang tidak dibatalkan oleh syarak, dalam arti
kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus baik diterima maupun
ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syariat Islam.°

Pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan
ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya,
dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari
kemudaratan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu
yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.
Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan suatu saat,

akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangakan mudarat. Begitu pula

37 Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah
(Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustasfa min ‘ilmi al-Ushul Karya Al-Gazali), Fitrah, VVol.01,
Nomor 01 (2015), him.63.

38 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), him. 427.

% Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013),
him. 218.



21

pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi
mudarat pada lingkungan lain.*

Imam al-Gazali sebagai ulama besar Islam, memiliki pengaruh terhadap
pemikiran Islam modern. Teori-teori yang dikemukakan dalam karyanya bisa
menjadi perspektif baru dalam usaha merespon permasalahan kontemporer. Kita
mengetahui bahwasanya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan
mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini terus menerus
terjadi, senantiasa tumbuh dan tidak pernah berhenti, sedangkan nas syari’ah,
secara rinci dan detail sangat terbatas. Karena itu, tentulah syarak memberikan
kepada kita jalan-jalan hukum, yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar
dari persoalan-persoalan yang Kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan
ulama ushul figh dalam mengistinbatkan hukum dari nas adalah apa yang disebut
dengan al-maslakah al- mursalah.**

Agar al-maslakah al-mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam
menetapkan hukum Islam, maka imam al-Gazali membuat batasan operasional,
yaitu:4?

a. Maslakah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, harta; dan keturunan atau kehormatan.
b. Maslakah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah,

dan Ijmak.

40 Miftahul Arifin, Ushul Figh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya: Citra
Media, 1997), him. 143.

41 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar Penetapan Hukum
Islam,” Jurnal Justitia, Vol.01 No.04 (Desember 2014), him. 350-351.

42 Mahmuzar, Maslahah Mursalah: Suatu Metode Istinbath Hukum, ttp: tt,tt.
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c. Maslahah tersebut menempati level daririyah (primer) atau hdajiyyvah
(sekunder) yang setingkat dengan dariiriyah.

d. Kemaslahatannya harus berstatus qat iyyah.

e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat qat iyyah,
darariyah dan kulliyah.

Selain itu, al-Gazali telah menetapkan beberapa syarat agar al-maslakah al-
mursalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut
adalah:*®

a. Kemaslahatan itu termasuk kategori peringkat daririyah, artinya bahwa
untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan,
apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau
belum sampai batas tersebut.

b. Kemaslahatan itu bersifat gaz’z, artinya yang dimaksud dengan maslahat
tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak di dasarkan pada
dugaan (zann) semata.

c. Kemaslahatan itu bersifat kully, artinya kemaslahatan itu berlaku secara
umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun maglakah itu bersifat
invidual, kata al-Gazali, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa
maslakah itu sesuai dengan maqasid asy-syari’ah.

Sebagai titik sentral dari hukum Islam, kemaslahatan selalu menjadi
pijakan dalam setiap penetapan hukum. la merupakan jiwa dari hukum Islam itu

sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan tujuan syariat Islam,

43 Moh. Mukri, Rekonstruksi Hukum, him.86.
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sebenarnya yang menjadi kekuatan hukum Islam adalah kemaslahatan itu
sendiri, sehingga persoalan yang muncul seiring perkembangan peradaban
manusia.

Penggunaaan teori al-maslakzah al-mursalah mempunyai peran yang
sangat esensial dalam pengembangan hukum Islam, terutama terhadap masalah-
masalah yang timbul di kemudian hari atau biasa disebut masalah kontemporer
yang tidak ditunjuk keberadaannya oleh nas. Oleh karena itu dalam merespon
masalah baru yang timbul di kalangan masyarakat akibat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu menjadikan maslakah sebagai acuan dalam
pemikiran hukum dari para tokoh maupun intelektual muslim.**

Kemaslahatan umum sebagai dasar syari’ah merupakan tujuan penetapan
hukum Islam. Nas atau dalil-dalil syarak lain merupakan metode untuk
merealisasikan tujuan pencapaian kemaslahatan tersebut. Paradigma ini
mengacu pada realitas perubahan sosial, jika pengalaman makna nas sesuai
dengan zahirnya secara probabilitas akan membawa kesenjangan dan kurang
menampung rasa keadilan dan muatan kemaslahatan. Maka dalam hal ini makna
nas itu dipalingkan kepada makna lain yang lebih mengacu kepada rasa keadilan
dan mengandung kemaslahatan umum.*

Pemikiran al-Gazali tersebut juga menyiratkan adanya suatu upaya untuk
memperoleh rumusan hukum fikih melalui perluasan makna suatu teks ajaran

agama (syari’ah) yang bersifat ekspilit dengan mengungkapkan pengertian-

4 Abd. Salam Arief, Usul al-Figih dalam Kajian Bisnis Kontemporer, dalam Ainurrofig,
Mazhab Jogja, him. 209-210.

45 Moh. Mukri, Rekonstruksi Hukum, him. 228-229.
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pengertian implisitnya. Hal ini dilakukan dengan menggali causal egis ( ‘illaf)
suatu nas untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa yang secara eksplisit tidak
termasuk ke dalamnya. Selain itu dengan menggali semangat, tujuan, dan prinsip
umum Yyang terkandung dalam suatu nass untuk diterapkan secara lebih luas
dalam masalah lain yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan umum.
Corak pemikiran al-Gazali dalam pemikiran maslahah ini, dalam kerangka
pembaruan hukum Islam, tampak terlihat menggunakan pendekatan
transformatif.“°

Apabila pajak itu merupakan suatu bentuk kemaslahatan atau kebaikan
yang telah memenuhi Kriteria yang disebutkan oleh al-Gazali, maka pajak
menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengenaan pajak bagi seluruh
masyarakat dan dengan tujuan yang jelas untuk kebaikan atau kemaslahatan
umum berarti juga merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan konsep al-
maslasah al-mursalah tersebut.

Tujuan utama al-maslakah al-mursalah dalam pemungutan pajak, maka
manfaat yang bisa diperaleh yakni suatu perlindungan dari segi agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta. Dalam hal-pemungutan-pajak ini, khususnya pada
youtuber “harus adanya pemerataan Kesejahteraan dan keberlangsungannya
menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah dapat
menggunakan hasil pemungutan pajak tersebut untuk merealisasikan atau

melaksanakan tujuan tersebut.

% 1bid., him. 229.
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Pelaksanaan al-maslakzah al-mursalah dari sudut pandang sistem
pembaruan hukum dan keluwesan dalam sistem hukum Islam sehingga dapat
dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan waktu dan zamannya. Dalam
konteks ini penulis berusaha memahami teori atas pemungutan pajak
penghasilan terhadap youtuber dalam perspektif al-maslakah al-mursalah.
Untuk terciptanya al-maslakah al-mursalah, maka dalam penelitian ini penulis
menggunakan persyaratan dan kehujjahan  al-maslakah al-mursalah al-
maslakah al-mursalah dengan tujuan akhir bahwa aturan pemungutan pajak
penghasilan terhadap youtuber memberikan kemaslahatan bagi pemerintah,

youtuber, dan oknum lainnya.

F. Metode Penelitian
Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem Kkerja yang
harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam
mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.*” Untuk
melakukan analisis data, diperlukan sebuah metode penelitian yang dapat
menghasilkan data dengan sistematis dan.dapat dipertanggungjawabkan. Adapun
metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library research). Penulis melakukan penelitian dengan menekankan

sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan berupa buku, jurnal, naskah dan

47 Husain Usman, dkk., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), him.
41.
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semua literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis
tentang pemungutan pajak penghasilan bagi seorang youtuber.

Dengan metode tersebut penulis akan menyusun penelitian pustaka guna
mengumpulkan data agar menemukan suatu aturan yang terkait dengan wajib
pajak youtuber, seperti undang-undang yang berkaitan dengan Pajak
Penghasilan, asas pemungutan pajak, dan sistem perpajakan yang lainnya. Selain
itu juga didukung dengan bahan materi pustaka yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang
akan diteliti dengan melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.*®
Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fakta yang terdapat pada sistem
pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia dan menganalisa atau
menguraikan dengan cermat dan terarah. Tujuan penulis menggunakan metode
deskriptif-analitik adalah untuk memperoleh infoarmasi-informasi mengenai
aturan pemungutan -pajak penghasilan terhadap youtuber ~yang kemudian
dianalisis'dengan menggunakan metode al-maslasah al- mursalah.

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan

demikian juga terhadap hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang

48 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2009), him. 29.
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berkenaan dengan objek penelitian yaitu tentang peraturan pemungutan pajak
penghasilan terhadap youtuber.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan Yyang
berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini di mana ingin
melibatkan aturan-aturan hukum terkait dengan masalah perpajakan seperti
halnya literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan.
Dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan tinjauan al-maslakah al-mursalah,
yang nantinya akan ditemukan suatu pernyataan mengenai pemungutan pajak
penghasilan seorang youtuber.
4. Sumber data
Sesuai dengan sifat penelitian, maka kajian pokok hukum dilakukan
dengan studi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data
yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan erat dengan
masalah pajak penghasilan baik itu dari-data primer maupun data sekunder.
a. Dataprimer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang
Perubahan Keeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan.
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2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang
Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.

4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang
Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis yang merupakan
sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dan dapat
dipertanggungjawabkan validitasnya.*® Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari buku-buku, teks,
jurnal, dan pendapat para ahli, serta internet yang relevan dengan fokus

permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik-Pengumpulan,Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji
beberapa literatur maupun sumber lain seperti peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan
pokok permasalahan yang ada, yang akan dijadikan landasan dalam

menganalisis pokok permasalahan.

49 Hamdan, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), him. 509.
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6. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan
permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitik yang
bertujuan mengumpulkan data yang ada untuk dianalisis dan dapat disimpulkan
secara sistematis. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
al-maslakzah al-mursalah. Penelitian ini menjelaskan mengenai aturan terkait
pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber. Setelah itu, tahap selanjutnya
adalah menentukan syarat-syarat dan sistem yang dijadikan sebagai dasar hukum
dalam al-maslakah al-mursalah dengan tujuan untuk memudahkan dalam
memahami dan menilai atas kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak
penghasilan terhadap youtuber.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis
terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode teknik analisis
kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Hal ini dikarenakan penulis akan
mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum lalu diaplikasikan dengan
masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat
khusus, jelas, dan mudah dipahami- sesuai dengan fokus- masalah yang

ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis
membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi

menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan sebagai berikut:
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Bab satu merupakan pendahuluan. Pada bab ini memuat tujuh sub bab yang
terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan
penelitian ini secara lebih mendalam terkait aturan pemungutan pajak penghasilan
youtuber. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan dalam
melakukan penelitian, serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian.
Selain itu, pada bagian pendahuluan juga dipaparkan telaah pustaka dengan tujuan
untuk menunjukkan bahwasanya penelitian yang dilakukan ini memang belum
pernah ada yang meneliti terkait permasalahan tersebut. Hal lain yang termasuk
pada bagian pendahuluan yaitu kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan
perpajakan. Pada bab ini memuat beberapa teori yang terkait dalam pembahasan
penulis dengan tujuan untuk menjadikan landasan dalam permasalahan yang
diteliti. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang
pajak, yang diantaranya pengertian pajak, fungsi pemungutan pajak, dasar hukum
pemungutanpajak, sistem pemungutan pajak, dan Syarat pemungutan pajak.
Kemudian teori mengenai pajak penghasilan, yang terdiri dari pengertian pajak
penghasilan, subjek danobjek pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak dan
penghasilan kena pajak. Terakhir mengenai peran pemerintah dalam penerapan UU
No0.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Bab ketiga, gambaran umum tentang pelaksanaan pemungutan pajak
penghasilan terhadap Youtuber. Pada bab ini memuat empat sub bab. Sub bab

pertama mengenai tinjauan umum tentang youtube di Indonesia. Sub bab yang
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kedua terkait penghasilan youtuber sebagai objek pajak. Kemudian sub bab ketiga
mengenai pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber. Sub bab keempat
ragam norma perhitungan pajak penghasilan youtuber.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan dari pokok masalah
penelitian ini. Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi hasil penelitian
dan pembahasan yang memuat berbagai hasil pengumpulan data dan analisa dari
penelitian yang telah di lakukan yaitu tentang peraturan terkait pemungutan pajak
penghasilan terhadap youtuber, serta memaparkan hasil analisis dari perspektif al-
maslakah al-mursalah.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi
kesimpulan yang telah dipaparkan serta diakhiri dengan saran dan rekomendasi

yang berkenaan dengan penelitian penulis.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya,
maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan dapat dikenakan terhadap youtuber di Indonesia dan sangat
berpotensi dalam meningkatkan pendapatan Negara. Youtuber dapat
dikenakan pajak karena termasuk subjek pajak penghasilan orang pribadi
dalam negeri dan penghasilan youtuber termasuk objek pajak yang mana
sumber penghasilannya masuk kategori penghasilan dari pekerjaan bebas.
Peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber sama halnya
dengan peraturan. pajak penghasilan pada umunya. Aturan terkait
pemungutan pajak penghasilan youtuber dapat dilihat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki_Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang
mengacu pada Undang-Undang Nomor 36- Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.

2. Berdasarkan syarat dan kehujjahan al-maslakah al-mursalah, pemungutan
pajak penghasilan terhadap youtuber memiliki kemaslahatan untuk
dilakukan. Al-Gazali menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan maslakah
apabila maslakzah tersebut bersifat dariari (menyangkut kebutuhan pokok

dalam kehidupan masyarakat), bersifat qgari (pasti dan jelas
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kemaslahatannya), dan kulli (menyeluruh atau berlaku umum untuk
masyarakat). Artinya pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber
penting untuk dilakukan, karena menyangkut kebutuhan pokok dalam
penerimaan pendapatan negara. Adanya pemungutan pajak penghasilan
terhadap youtuber bertujuan demi kemaslahatan bersama dan kembalinya
juga untuk masyarakat demi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan
tujuan syarak. Dengan demikian, penerimaan pajak di Indonesia juga dapat
dikatakan sebagai salah satu alat pemerintah untuk mewujudkan al- maslakah

al-mursalah pada suatu perekonomian Negara.

B. Saran

Dengan hasil penelitain di atas, penulis ingin memaparkan beberapa saran
yang tentunya diharapkan dapat membantu terkait pemungutan pajak penghasilan
youtuber.

1. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai cara dalam pengawasan
pembayaran pajak, penulis menyarankan agar pemerintah untuk segera
menyempurnakan regulasi terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah para youtuber dalam melakukan
pembayaran pajak.

2. Setelah itu, pemerintah juga harus menekankan adanya sanksi khusus bagi
youtuber yang tidak melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, demi
menekankan adanya suatu kesadaran dan kepatuhan atas Wajib Pajak. Agar
dikemudian hari pemerintah dapat mengcover sebagian persen dari defisit

Negara yang didapatkan dari sektor pajak youtuber.
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3. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan Negara, diharapkan
pajak penghasilan youtuber hendaknya disosialisasikan, baik pada
mekanisme maupun peraturan undang-undang yang mengatur pajak
penghasilan kepada masyarakat, khususnya youtuber yang termasuk wajib

pajak.
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal | Nomor Ayat al-Qur’an, Hadis, Terjemahan
Footnote dan Istilah-istilah

106 | 138 QS. At-Taubah (9) : 41. | “berangkatlah kamu baik dengan
rasa ringan maupun dengan rasa
berat, dan berjihadlah dengan harta
dan jiwamu di jalan Allah. Yang
demikian itu adalah lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui.”

107 | 139 QS. An-Nisa’ (4) : 59. “wahai orang-orang yang beriman!

Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil  Amri
(pemegang kekuasaan) di antara
kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, =~ maka  kembalikanlah
kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu, lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
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